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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan 
terhadap perempuan seperti perkosaan yang merupakan contoh kerentanan posisi 
perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual 
perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata 
berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu 
menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui 
ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual; 
mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana pada kasus 
tindak pidana kekerasan seksual, mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan 
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan 
seksual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 
2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu 
studi mengenai law in books, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan 
diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Mempelajari dan meneliti 
hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, 
studi terhadap hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu sosial yang non 
doktrinal dan bersifat empiris.

Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) ide dasar dalam konteks 
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah 
dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh 
masayarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian 
perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan 
nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses 
pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya 
merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Dari sinilah 
dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh 
perlindungan; (b) perlakuan terhadap korban kekerasan seksual selama proses
peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan 
korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subyek yang harus didengarkan dan 
dihormati kah-hak hukumnya; (c) upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual 
adalah dengan pemberian restutusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan 
medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat 
sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi 
kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kekerasan seksual
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi Negara yang asli dan tertua adalah perlindungan karena Negara dibentuk 

oleh individu-individu yang memperoleh perlindungan dan negara 

dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan 

fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan adanya perlindungan pula 

diberbagai bidang, seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya. Dengan 

adanya tuntutan seperti itu, terjadilah pergeseran dalam tujuan negara.

Negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga 

negaranya. Hal ini sejalan dengan teori asal usul terbentuknya negara, dimana pada 

hakekatnya yang memberi mandat kepada para pemimpinnya untuk menjalankan 

pemerintahan dan mengadakan pengaturan kepada masyarakatnya.

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus 

berlaku secara meluas. Salah satu konkretisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk 

memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah 

pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk 

kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami.

Apabila negara memliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya 

dalam keadaan biasa, sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada

terus
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secara ekonomis, fisikkorban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan

maupun secara psikis.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita 

dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang 

diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku 

kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan 

seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan 

hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga

korban kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan

hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagai mana

dikemukakan oleh Andi Hamzahf'Dalam membahas hukum acara pidana khususnya

yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas 

hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak 

korban.”1

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk 

diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui teijadinya suatu 

kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memliki 

kedudukan sederajat didepan hukum. Perhatian kepada korban dalam penanganan

perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat 

martabat korban2.

atas

1 Andy Hamzah, “perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab undanz-undane hukum 
pidana.Bandung. Bina Cipta, 1986. Hal.33.
h^l 07"AM Ja'am PCrSpek“f SlStem PcraJUan PidantL ” Bandung, Refika Aditama, 2005,

acara
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Penegakan hukum pidana nasional seringkaii kurang memberikan perhatian 

terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan kekerasan seksual baik 

korban dari orang dewasa maupun korban yang masih d i bawah umur sebagai pihak 

paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya 

yang telah dilanggar.

yang

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi 

Arief3 dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban 

lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. 

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan 

selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstraeto secara langsung 

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat 

sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) 

secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau 

tertib hukum in abstraeto”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung 

dengan in concreto, tetapi hanya in abstraeto. Dengan kata lain, sistem sanksi dan 

pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban 

langsung dan konknt, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan 

abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap 

kerugian atau penderitaan korban 

pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

secara

langsung dan konkrit, tetapi lebih tertujusecara

3 Barda Nawawi Aricf, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, 
(Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998),hal.l6-17)
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Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut

maksimal. Karena realitas dibelum mampu memberikan perlindungan secara 

Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu

menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Kebanyakan orang melihat keberadaan system peradilan pidana formal 

sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku

yang terjadi dalam perkembangan sejarah.kejahatan bukanlah merupakan norma 

Sesungguhnya, versi peradilan pidana modem secara relatif teijadi fenomena baru.

Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban 

dan keluarga korban. Di sana tak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana 

menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi 

dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka, ia

merupakan “bukti” yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan,

kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap

mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman dari siapapun, kecuali

tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk 

menolak memberikan kesaksian. Pembenarannya adalah:

a. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik dan 

psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang 

pendukung-pendukungdilakukan oleh subkebudayaan tertentu

(misalnya:gang-gang).
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b. Rcsiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional 

dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan 

massif bagi perkembangan psikologisnya4.

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan 

dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar 

hukum dengan korbannya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, 

peranan dan fungsi “the presumptive victinT berhadapan dengan “the presumpt 'rve 

offender'\

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu

kebutuhan yang semakin mendesak berbagai Negara untuk menyediakan kompensasi,

restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk

memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan

pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji 

aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu 

kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. 

Perhatian dan perlindungan terhadap korban perkosaan harus diperhatikan karena 

mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan 

social. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, 

membela serta mempertahankan dirinya5.

semua

4 Ibid, hal. 112
5 AritGosha, Bunga Rampai Viktimisasi, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hal 136
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Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan 

dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang 

korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk 

ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan 

pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita 

kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya 

psikis terkesan terlalu berlebihan. Oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa 

kasus kejahatan yang pernah terjadi ada beberapa bentuk perlindungan terhadap 

korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian restitusi dan Kompensasi

Penjelasan pasal 35 Undang-undang No.26 tahun 2000 memberikan 

pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara 

karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 

menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang 

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. 

Restitusi dapat berupa:

- Pengembalian harta milik

diderita oleh

upaya

Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan 

Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Konseling

1 ada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat 

munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. 

Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada
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korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti ada pada 

kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

Di beberapa Negara bantuan disediakan oleh negara atau lembaga 

independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban- 

korban kejahatan.

3. Pelayanan / bantuan medis

Di berikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak 

pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan 

dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini 

diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang 

menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuna hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban

kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga 

Swadaya Masyarakat, misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung 

Priok dan sebagainya.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses 

penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. 

Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya 

menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui
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informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja 

kepolisian dapat beijalan dengan efektif6.

Kejahatan seksual yang menjadi orientasi pembahasan ini adalah tentang 

kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual 

sekarang ini terus meningkat dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan korban 

kekerasan seksual ternyata tidak hanya dialami oleh wanita remaja ataupun orang 

sudah dewasa tetapi anak-anak juga telah menjadi sasaran dari tindakan 

kekerasan seksual tersebut.

yang

Saat ini Tindak Pidana Perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat

perhatian di kalangan masyarakat. Sering di Koran atau majalah diberitakan terjadi 

tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana

kekerasan seksual sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk

kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu

sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak 

terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak 

hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran 

atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih 

memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, 

banyak terjadi kejahatan kekerasan seksual dikalangan masyarakat.

Contoh kasus

6 H.M.Rasyid Ariman, SH,MH., Syarifuddin Pettanasse, SH., MH., 
Kebijakan Kriminal, (Palembang, UNSRI, 2008), Hal 86-88

Fahmi Raghib, SH., MH,
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Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang 

menjatuhkan hukuman pidana selama sembilan tahun penjara terhadap 

terdakwa Jumadi alex (29) di nilai terbukti menggauli anak berusiaM tahun 

(DY) seorang siswi kelas II sebuah SMP di Palembang, di kediaman terdakwa 

jalan DI Panjaitan, Lorong keramat, RW 8/RT 22, Kelurahan Tangga Takat. 

Selain itu tervonis dijatuhi hukuman denda Rp. 100 juta, subsidair enam bulan 

kurungan.

2. Di Palembang, seorang gadis berinisial YL (17) disetubuhi kakak sepupunya 

RF di Perumahan belakang RSMH Jalan Madang Palembang. Pelaku 

mengancam akan membunuhnya jika tidak melayani nafsu kakak sepupunya 

tersebut. Kemudian, RF mengulangi perbuatan tersebut di tempat yang sama, 

senin (7/3/2011). Orang tua korban yang melihat perubahan dari sikap YL 

tersebut, langsung menanyakan prihal yang membuatnya seperti itu. YL pun 

mengungkapkan kejadian yang ia alami dengan kakak sepupunya tersebut,

1. Di

kemudian YL bersama orang tuanya, melapor ke Polresta Palembang.'

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam 

penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap 

penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan 

membuktikan misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan 

tanpa kehadiran orang lain.9

7 Harian BERITA PAGI, Edisi Selasa, 22 Maret 2011, Hal. 14
8 Harian BERITA PAGL, Edisi Senin, 21 Maret 2011, Hal. 16
9 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta, Sinar 
Grafika, 1996), Hal. 81
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Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diperoses sampai ke 

Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang 

maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap 

Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana 

perkosaan (pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan 

perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat 

penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor yang 

mempengaruhi korban, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang

menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah

diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut

kepada orang tua, keluarga, atau kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi 

perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses 

penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan 

masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan 

kasus kekerasan seksual atau, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk 

melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor kepada polisi, karena pada 

umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi atau akan
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dibunuh oleh pelaku dan hal ini membuat korban menjadi takut dan trauma. 

Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan 

pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang 

menimpa dirinya.

proses

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau 

ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum 

Pidana Positif Indonesia diatur dalam10:

L Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit, 

ketentuan Pasal !4c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap

korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan 
pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang 
dipidana lak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat 
khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang teijadi 
karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan 
ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan pasal I4c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP,

hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada 

terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada 

korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III 

tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana 

korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya 

sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana,

2004)k hf M35 Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, (Jakarta, Djambatan,
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kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai 

dua aspek, yaitu: 

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada 

korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan 

perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk 

perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat 

diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara 

melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di siding pengadilan dalam pemeriksaan perkara 

pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang 

dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara 

pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan 

ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang 

dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat 

pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi 

kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang 

dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya 

sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya dalam 

perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif
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Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses 

penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek 

positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif Dengan 

tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindugan korban ternyata dibatasi 

relatif kurang sempuma dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum 

mendapat perhatian secara proporsional11, atau perlindungan korban lebih 

banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di 

luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga

bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif,

nyata dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia

d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap 

perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap

11 J.E. Sahctapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal 39
12 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 
Pulana, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998), hal. 58
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kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan 

sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan 

sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan 

dan penyiksaan fisik serta psikis.

perempuan,

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan penulis 

untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang beijudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

B. Perumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana kekerasan

seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang

teijadi pada dirinya, namun juga teijadi dalam proses hukum terhadap kasus yang 

menimpanya. Korban tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda 

dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam

proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :

1. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan 

seksual?

2. Bagaimana perlakuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

kekerasan seksual diperlakukan selama proses peradilan pidana?
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3. Upaya apa untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat dilakukan 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

kekerasan seksual?

C. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian 

kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini termasuk 

lingkup penelitian hukum pidana beserta hukum acaranya bagaimana proses 

pelaksanaan perlindungan hukum dalam kepolisian, Kejaksaan, kehakiman. Dan 

tidsak mengenyampingkan disiplin ilmu lain sebagai sumber ataupun acuan yang

masih berhubungan dengan masalah kejahatan kekerasan seksual ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak 

pidana kekerasan seksual.

b. Untuk mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana.

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, 

khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana 

kekerasan seksual dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

kekerasan seksual.

2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan bisa menjadi 

bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan 

kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitan yang dikemukan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan perlindungan terhadap korban 

tindak pidana kekerasan seksual

2. Untuk mengetahui bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan 

pidana pada kasus tindak pidana kekerasan seksual

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum, pertama hukum dapat 

dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai Icrw in books, dan yang kedua 

adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in aetion. 

Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-
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lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai law in aetion merupakan 

studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Adapun metode yang akan digunakan adalah :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat 

dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan 

terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, serta melihat upaya-upaya 

yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual untuk 

mendapatkan perlindungan hukum.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian 

yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok 

permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya13.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

dan dari bahan-bahan pustaka14.

ha1°<no0 S0Ckant0, Pengantar ******* Hukum, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986),
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di 

dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri dari:

a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945

b) Peraturan dasar:

I. Batang Tubuh undang-Undang Dasar 1945

11. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Peraturan Perundang-undangan:

I. Undang-Undang No.7 Tahun 1984

II. Undang-Undang No. 39 tahun 1999

111. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

IV. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

V. Keppres No.l 81 Tahun 1998

VI. PP No.2 Tahun 2002

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

e) Yurisprudensi

f) Traktat

g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak 

dari wetboek van strafrecht).

resmi
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2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, dan 

hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah 

kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain : 

a. Studi kepustakaan

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori- 

teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan

pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literature) serta

referensi khusus (dokumen).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan, antara dua 

orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari polisi, jaksa, 

hakim, Anggota LBH Cabang palembang, dengan menggunakan daftar 

pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi 

yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah



20

harian, buku-buku harian danlaporan, surat-surat resmi maupun 

semacamnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

5. Metode Analisis Data

Analisi merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang 

telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan

dibahas.

Analsis data dilakukan secara “normatif kualitatif’, yaitu :

a. Normative: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan- 

peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, 

yaitu penelitian terhadap data sekunder15.

b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain16. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui 

wawancara di POLTABES Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, 

Pengadilan Negeri Palembang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cabang 

Palembang, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis 

kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam 

masyarakat.

secara

15 Ronny Hanilidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta. 
Indonesia, 1988), hal. 97 Ghalia
16 Lexy J. Molcong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kevisi, (Bandung, PT. Rcmaia 
Rosdakarya, 2004 J
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